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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus
menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat
merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah
pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa
atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber
dana yang berasal dan dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk
membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah
mengubah sistem perpajakan dari sistem Official Assessment menjadi
sistem Self Assesment. Sistem Self Assessment memberikan kepercayaan
dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar,
dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai perundang-
undangan yang berlaku sehingga mempermudah aparat perpajakan
dalam mengadministrasikan bukti-bukti pembayaran dan memberikan
kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Kantor pelayanan pajak dibawah naungan Departemen Keuangan
merupakan salah satu instansi yang ditunjuk pemerintah untuk mengolah
dan menerima sumber dana dari sektor pajak. Pajak merupakan
penerimaan dalam negeri yang stabil dan berpotensi untuk membiayai
pembangunan, maka untuk usaha peningkatannya diperlukan sistem
pembayaran yang baik.
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Tata cara pembayaran pajak penghasilan untuk Wajib Pajak badan
hampir sama dengan pembayaran Wajib Pajak perseorangan, hanya saja
cara perhitungannya berbeda. Pada dasarnya sistem pembayaran pajak
dapat dilaksanakan pada jangka waktu satu tahun takwin yaitu jangka
waktu dimulai 1 Januari sampai 31 Desember. Selain satu tahun takwin
pajak juga dapat dibayarkan dalam masa 1 bulan takwin (masa
pajak/setiap bulan). Sistem pembayaran yang dibayarkan setiap masa
pajak digunakan untuk mempermudah aparat perpajakan dalam
mengadministrasikan bukti-bukti pembayaran.

Dengan cara yang hampir sama dan penting administrasi
pembayaran pajak penghasilan bagi masyarakat sesuai uraian di atas
maka Praktek Kerja Nyata tentang “Pelaksanaan Administrasi
Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perseorangan Pada Kantor
Pelayanan Pajak” perlu ditelaah dengan menggunakan referensi yang ada.

Adapun referensi yang digunakan adalah Perpajakan, Dasar-

dasar Manajemen, Referensi dari kantor pajak.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
1.21 Tujuan Praktek Kerja Nyata

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung
pelaksanaan  administrasi pembayaran masa pajak
penghasilan perseorangan yang diterapkan pada kantor-
kantor Pelayanan Pajak Jember.

b. Menerapkan ilmu yang diperoleh, khususnya mengenai
pelaksanaan administrasi pembayaran pajak untuk Wajib
Pajak perseorangan
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122 Kegunaan Praktek Kerja Nyata
Untuk menambah wawasan dan pengalaman dilapangan
tentang pelaksanaan administrasi pembayaran masa pajak PPh
perseorangan pada kantor Pelayanan Pajak Jember.
a. Sebagai studi perbandingan antara pelaksanaan dan teori
yang telah dipelajari di bangku kuliah.
b.Menambah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan
kerja.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
1.3.1. Obyek Praktek Kerja Nyata
Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dikantor Pelayanan
Pajak, jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 Jember, dengan obyek
materi pelaksanaan administrasi pembayaran masa pajak PPh

perseorangan pada kantor pelayanan pajak di Jember.

1.3.2. Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di kantor Pelayanan
Pajak Jember terhitung sejak bulan Februari sampai Maret dan
sesuai jam kerja yang berlaku di kantor Pelayanan Pajak.

1.4 Rencana Kegiatan Praktek Kerja Nyata
Adapun rencana pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini
meliputi:
a. Membantu obyek Praktek Kerja Nyata.
b. Membantu pekerjaan yang berhubungan dengan Praktek Kerja
Nyata.
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c. Mencatat semua kegiatan khususnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan administrasi pembayaran masa pajak PPh
perseorangan sebagai penulisan laporan.,

d. Mengadakan interviu dengan pihak-pihak tertentu yang
berhubungan dengan pelaksanaan administrasi pembayaran masa
pajak PPh perseorangan.

e. Konsultasi dengan periodik dengan dosen pembimbing.

f. Menyusun laporan akhir Praktek Kerja Nyata.

1.5 Bidang Ilmu

Bidang ilmu merupakan landasan atau pedoman dalam rangka
Praktek Kerja Nyata yang ada hubungannya dengan obyek Prakiek Kerja
Nyata.

Adapun bidang ilmu tersebut antara lain :

a. Administrasi Perkantoran Modern.

b. Manajemen Pemasaran.

c. Perpajakan.

d. Referensi dari kantor pajak.
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1.6 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No Kegiatan

1 |Orientasi dan pengenalan lingkungan kerja,
serta, serta meminta penjelasan pada bagian
MSDM tentang kegiatan operasional di kantor
pelayanan pajak.

2 {Mengenal objek PKN dengan mengadakkan
observasi ke seluruh bagian kantor.

3 |Pemantapan serta penerapan teori secara

relevan pada kantor pelayanan pajak.

4 |Mencatat data yang penting dipergunakan
sabagai bagian bahan penulisan laporan PKN.

5 |Mengadakan konsultasi secara periodik dalam

penyusunan laporan PKN.

6 [Menyusun laporan akhir PKN.
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2.1 Pengertian Administrasi
Kata Administrasi semula berasal dan bahasa Belanda yang berarti
“Adminitratie” dan menurut istilah bahasa Inggris adalah Administration.
Istilah-istilah tersebut yang dimaksud dengan administrasi adalah bagian
dan “manajemen yang meliputi planning dan organising, dengan demikian
administrasi merupakan hal penting dalam kegiatan usaha kantor. Salah
satu unsur dan administrasi adalah kegiatan pengolahan data tata usaha
yang menyangkut informasi dan pengurusan administrasi atau surat-
surat untuk suatu kantor atau organisasi yang meliputi korespondensi
kearsipan, sistem administrasi manajemen, humas atau protokoler.
Admimstrasi dibedakan menjadi dua pengertian yaitu (The Liang
Gie, 1983; 10)
1. Administrasi dalam arti sempit
Artinya tata usaha (administratie) atau office work yaitu segala kegiatan
yang meliputi tulis menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan dan
sebagainya.
2. Administrasi dalam arti luas
Dalam arti luas administrasi dibedakan menjadi 3 sudut yaitu:
a. Sudut Proses
Administrasi merupakan keseluruhan proses yang meliputi proses
pemilihan, proses pengaturan, proses pencarian, proses
pengaturan, proses pengawasan sampai dengan proses pencapaian

tujuan.
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b. Sudut Fungsi dan Tugas
Administrasi berarti keseluruhan tindak aktifitas yang harus
dilakukan oleh seseorang kelompok orang yang berkedudukan
sebagai administrator atau manajemen puncak suatu organisasi
usaha.

¢. Sudut Kepranataan (Institution)
Administrasi yang dimaksud adalah suatu lembaga sekelompok
orang yang melakukan aktifitas untuk mencapai suatu tujuan.

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

administrasi adalah aktifitas-aktifitas untuk mencapai tujuan tertentu
yang telah ditetapkan, dengan kata lain administrasi adalah proses
pekerjaan yang langsung menuju  tercapainya tujuan yang telah
ditetapkan dalam kerjasama itu.

Dalam tertib administrasi dapat dibedakan menjadi delapan unsur yaitu :
(The Liang Gie, 1983;11)

2.

Pengorganisasian

Yaitu rangkaian menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi
setiap kegiatan dan kerjasama yang bersangkutan.

Manajemen

Yaitu rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan dan mengarah
segala fasilitas kerja agar tujuan kerjasama itu benar-benar tercapai.
Tata Hubungan

Yaitu rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari suatu pihak ke
pihak lain dalam usaha kerjasama.

Kepegawaian

Yaitu rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang
diperlukan dalam usaha kerjasama.
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5. Perbekalan
Yaitu rangkaian perbuatan mengendalikan, mengatur pemakaian,
mendaftar, memelihara segenap perlengkapan dalam usaha kerjasama.
6. Keuangan
Yaitu rangkaian perbuatan-perbuatan segi-segi pembelanjaan dalam
usaha kerja asama.
7. Perwakilan
Yaitu rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan
dukungan dari masyarakat sekeliling terhadap usaha kerjasama.
8. Tata Usaha
Yaitu rangkaian perbuatan menghipun, mencatat, mengolah,
mengirim dan menyimpan keterangan yang diperlukan dalam usaha
kerjasama.
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing
unsur saling berkaitan secara erat, sehingga merupakan suatu kesatuan
yang dapat dipisah-pisahkan.

2.2 Pengertian Pajak, Fungsi dan Hukum Pajak
Pengertian pajak adalah juran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum yang sehubungan dengan tugas negara
untuk meyelenggarakan pemerintahan. (Subiakto Indra Kusuma, 1987:13)
Apabila ditinjau dari fungsinya, pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :
a. Fungsi Penerimaan (Budgetir), artinya pemungutan pajak didasarkan
pada tujuan memenuhi apa-apa yang diperlukan dalam anggaran

penerimaan negara.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b. Fungsi Mengatur (Regular), artinya pemungutan pajak dilaksanakan
untuk mengatur perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Kedua fungsi tersebut secara bersama dilaksanakan oleh
pemerintah, karena kedua fungsi tersebut saling mendukung satu sama
lain. Maksudnya di satu pihak, pemerintah memungut pajak untuk
meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak guna membiayai
Pembangunan Nasional, di lain pihak pemerintah memungut pajak
dengan tujuan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian di Indonesia, misalnya :

a. Untuk meningkatkan ekspor, khususnya ekspor non migas pemerintah
membebaskan atau memberikan subsidi kepada PKP (Pengusaha Kena
Pajak) di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan pemerintah untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

b. Di bidang impor, khususnya barang-barang mewah, pemerintah
mengenakan tari pajak yang tinggi dengan tujuan untuk mencegah
pola hidup konsumtif dan juga untuk mengurangi kesenjangan yang
ada dalam masyarakat.

Sedang pengertian hukum pajak adalah suatu kumpulan
peraturan-peraturan yang meliput wewenang pemerintah untuk
mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada
rakyat dengan melalui kas negara. (Prof. Dr. Rochmat Sumitro SH,
1980:290 ).

Dengan demikian hukum pajak merupakan suatu kumpulan
peraturan untuk memungut pajak dari rakyat sebagai Wajib Pajak.
Dengan kata lain hukum pajak adalah hukum yang menerangkan atau
mengatur siapa - siapa Wajib Pajak dan kewajiban - kewajiban rakyat
terhadap pemerintah, obyek-— obyek yang dikenakan pajak, timbul dan
hapusnya hutang pajak, cara membayar, cara melaporkan, cara penagihan
dan cara mengajukan keberatan.
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Hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik.
Hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat,
sedangkan hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku
pemungut pajak dan rakyat sebagai Wajib Pajak.

Hukum Pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Hukum Pajak Material
Hukum pajak material adalah hukum pajak menurut norma-norma
yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang
harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak,
berapa besarnya pajak.

b. Hukum Pajak Formil
Hukum Pajak Formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara untuk
untuk menjelmakan hukum material suatu kenyataan. Bagian hukum
ini memuat cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang

pajak.

Tujuan Hukum Pajak adalah membuat adanya keadilan dalam hal
pemungutan pajak. Dalam mencari keadilan salah satu jalan yang harus
ditempuh adalah mengusahakan agar pungutan pajak diselenggarakan

secara umum dan merata.

2.3 Pajak Menurut Sifatnya
1. Pajak Perseorangan (Persoonlijk)
Adalah pajak yang besar kecilnya didasarkan kepada berbagai
keadaan seperti Wajib Pajak kawin, jumlah anak, tanggungan
keluarga. Jadi keadaan dari Wajib Pajak menentukan besar kecilnya
pajak.
2. Pajak Kebendaan (Zakelik)
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Adalah pajak yang tidak memandang keadaan dari Wajib Pajak
tetapi melihat obyek yang dikenakan pajak. Tempat dimana obyek
itu berada yang menentukan besar kecilnya pajak.

2.4 Jenis-Jenis Pajak
241 Pajak Langsung
Pajak Langsung yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan
secara periodik dan didasarkan atas kahir (PPh).
2.4.2 Pajak Tidak Langsung
Pajak tak Langsung yaitu pajak yang pemungutannya tidak
periodik dan tidak berakhir.

2.5 Cara Pemungutan Pajak
Pajak dapat kita bagi secara garis besar, yaitu :
1. Berdasarkan sumbernya.
a. Pajak dikenakan pada sumber yang mengeluarkan penghasilan.
b. Pajak dikenakan pada subyek yang menerima penghasilan
Dalam hal ini pajak langsung dikenakan kepada orang
(subyeknya) yang menerima penghasilan
2. Berdasarkan waktu pemungutannya.
a. Pajak yang dipungut dimuka yaitu pajak yang dikenakan
sebelum berakhirnya tahun pajak.
Merupakan pembayaran angsuran yang akan diperhitungkan
nantinya pada ketetapan final Wajib Pajak.
b. Pajak yang dipungut dibelakang yaitu pajak yang dikenakan
setelah berakhirnya tahun pajak.

Ketetapan tersebut merupakan ketetapan riel (final).
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2.6 Syarat dan Keuntungan

Pajak harus cukup untuk membiayai pengeluaran umum dari
negara.

Haruslah pajak itu dipungut sehingga pemungutan tidak memakai
ongkos yang besar karena akan tidak seimbang dengan
pemasukan.

2.7 Penghasilan Kena Pajak PPh Antara Lain :

Gaji, Upah, Komisi, Bonus, Gratiikasi, Pensiunan.

Honorrarium, Hadiah undian

Laba bruto usaha

Bunga deviden royalti

Sewa dari harta

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang
pribadi dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang
diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak

2.8 Keberatan dalam Pembayaran Pajak dan Pengembalian Pajak
a. Keberatan pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada
Direktorat Jendral Pajak dalam waktu 3 bulan sejak tanggal
ketetapan/keputusan diterbitkan.

Apabila dalam jangka waktu 12 bulan Direktorat Jendral Pajak
tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan
dianggap diterima.
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b. Keberatan Tingkat Banding
Wajib Pajak mengajukan banding kepada Dewan Peradilan Pajak
(Majelis Pertimbangan Pajak) dalam waktu 3 bulan sejak tanggal
surat keputusan diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

¢. Kelebihan Pembayaran Pajak
Wajib Pajak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan
bayar pajak kepada kantor pelayanan pajak. Apabila lewat 12 bulan
tidak memberi keputusan berarti surat permohonan dikabulkan.

29 Tempat Pembayaran Pajak
1. Bank-Bank yang telah ditunjuk oieh Direktorat Jendral Pajak
2. Kantor Pos dan Giro yang ditunjuk

2.10 Asas-asas Pemungutan Pajak
Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh
asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya.
Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas
yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak
tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagimana dikemukakan oleh
Adam Smith dalam buku An Inguiri into the Natura and Causes of the wealth
of nations menyatakan bahwa pajak hendaknya didasarkan pada:
1. Equality
Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu
dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan
kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan
manfaat yang diterima.
Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang
untak pengeluaran pemermtah sebanding dengan kepentingan dan
manfaat yang diminta.
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2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena
itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang
terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.
Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan
saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada saat
Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut
Pay as You Earn.

Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan
kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin,
demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan

dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu
sangat relatif. Keadilan pemungutan Pajak yang dikemukan oleh Richard
A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku Public Finance in Theory

and Practice bahwa terdapat dua macam asas keadilan:

y 2

Benefit Principle

Dalam sistem perpajakan yang adil, setdap wajib pajak harus
membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dan
pemerintah. Pendekatan ini disebut Revenue and Expenditure Approach.
Ability Principle

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada

wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

Perbedaan lainnya masalah keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan
dalam:
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1. Keadilan Horizontal
Pemungutan pajak adil secara horizontal, apabila beban pajaknya
sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang
sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis
penghasilan atau sumber penghasilan.
2. Keadilan Vertikal
Keadilan dapat dirumuskan (Horizontal dan vertikal) bahwa
pemungutan pajak adil, apabila orang dalam keadaan ekonomis yang
sama dikenakan pajak yang sama demikian sebaliknya.
Seperti yang dikemukakan DR. Mansury dalam buku Pajak Penghasilan
Lanjutan, agar pajak penghasilan sebagai contoh dalam uraian ini sesuai
dengan asas keadilan diperlukan:
1. Syarat Keadilan Horizontal
a. Definisi Penghasilan
Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis masuk dalam
penghasilan
b. Globality
Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dan
keseluruhan kemampuan membayar (The Global Ability to Pay).
Oleh karena itu Pengahsilan dijumlahkan menjadi satu sebagai
Obyek Pajak.
¢. NetIncome
Ablity to Pay yaitu jumlah netto setelah dikurangi semua biaya yang
tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan.
d. Personal Exemption
Pegurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi
berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
e. Equal Treatment for The Equals
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Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa
seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa
membedakan jenis atau sumber penghasilan.

2. Syarat Keadilan Vertikal

a. Unequal Treatment for The Unequals
Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau
jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan
kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber
penghasilan).

b. Progessian
Wajib Pajak yang pengahsilannya besar, harus membayar pajak
yang besar dengan prosentase tarif yang besar.

Asas pemungutan lainnya juga dikemukankan oleh John F. Due
dalam buku Government, An Economic Analysis yaitu, The Neutrality
Principle yang bermakna bahwa pajak itu harus netral artinya tidak
mempengaruhi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi atau
memproduksi barang. Sehingga terlihat bahwa asas ini bertujuan untuk
menjaga agar pemungutan pajak tidak mengganggu kemajuan ekonomi.
Namun dimungkinkan kebijaksanaan pemerintah justru dibuat untuk
mempengaruhi pada konsumsi masyarakat.

Asas pemugutan pajak dapat pula dibagi dalam:

1. Asas Menurut Falsafah Hukum
Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan
inilah sebagai azas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan
kepada hak negara untuk memungut pajak, muncul beberapa teori
dasar yaitu:

a. Teori Asumsi
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Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi
tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi
orang dan segala kepentingannya misalnya keselamatan atau
keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan dengan
pembayaran pajak. Walaupun kenyataan menyamakan dengan
premi tersebut tidaklah tepat.

. Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus
dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada
kepentingan setiap orang dalam tugas pemerintah termasuk
perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu pengeluaran
negara untuk melindungi dibebankan pada masyarakat.

. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan
pajak terletak dalam jasa yang diberikan oleh negara kepada
masyarakat berupa perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena
itu untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan

membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

. Teori Bukt

Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini
mendasarkan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk
memungut pajak. Dilain pihak masyarakat menyadari bahwa
membayar pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan
tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum
pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

. Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan
masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan
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pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga
lebih menitik beratkan pada fungsi mengatur.

2. Asas Yuridis
Untuk menyatakan suatu keadilan hukum pajak harus memberikan
jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu
pemungutan harus didasarkan pada undang-undang. Landasan
pemungutan pajak di indonesia adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945.

3. Asas Ekonornis
Seperti pada uraian sebelumnya bahwa pajak mempunyai fungsi
reguler dan fungsi budgetair. Pada asas ekonomi ini lebih menekankan
pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi
masyarakat terus meningkat. Untuk itu pemungutan pajak harus
diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga
kehidupan ekonomi tidak terganggu.
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BAB III o

GAMBARAN UMUM -

KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pajak
Finasial Inspeksi Kontur (istilah Belanda yang berarti : kantor Inspeksi
Pajak) sebenarnya sudah sejak jaman penjajahan Belanda dan Jepang yang
dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah. Setelah merdeka
secara finansial Inspeksi Kontur berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak.
Pada bulan Maret tahun 1972, Kantor Inspeksi Pajak Bondowoso
dipindah ke Kabupatan Jember dengan nama Kantor Inspeksi Pajak
Jember yang membawahi :
a. Kantor Dinas Luar Tingkat I Jember,
b. Kantor Dinas Luar Tingkat II Jember
Kantor Dinas Luar Tingkat Il Bondowoso,
d. Kantor Dinas Luar Tingkat II Situbondo, dan

n

e. Kantor Dinas Luar Banyuwangi.
Pada tahun 1997, Kantor Inspeksi Pajak Jember menambah kantor Dinas
Luar Tingkat I Banyuwangi yang membawahi :

a. Kantor Dinas Luar Tingkat I Banyuwangi,

b. Kantor Dinas Luar Tingkat Il Genteng, dan

c. Kantor Dinas Luar Tingkat II Situbondo.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.
276/KMK.01/1989 Tertanggal 25 Maret 1989, seluruh Kantor Inspeksi
Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk Kantor
Pelayanan Pajak dipecah menjadi dua yaitu, Kantor Pelayanan Pajak
Jember yang melayani wilayah Kabupaten Jember dan Bondowoso sedang
Kantor Pelayanan Banyuwangi melayani wilayah Kabupaten Banyuwangi
dan Situbondo.

19
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Pada tanggal 21 Mei 1992 Kantor Pelayanan Pajak berstatus KPP
bertipe B yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.
516/KMK.01/1994. Kemudian berubah menjadi KPP bertipe A sesuai
Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang terhitung
mulai tanggal 29 Maret 1994 dengan No. 94/KMK.01/1994.

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai struktur organisasi yang
terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan 8 seksi, 1 kepala sub
Tata Usaha dan 2 KepalaA Kantor Penyuluhan Pajak (KAPENPA).
Kedelapan seksi-seksi tersebut adalah:

(1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI),

(2) Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP),

(3) Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP),

(4) Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan),

(5) Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh,

(6) Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak langsung Lainnya

(7) Seksi Penagihan dan,

(8) Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Serta dua Kantor Penyuluhan Pajak terdiri dari:

a. Kantor Penyuluhan Pajak Jember,

b. Kantor Penyuluhan Pajak Bondowoso.

3.2 Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kerja di Kantor Pelayanan
Pajak Jember

3.2.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Jember

Kantor Pelayanan Pajak Jember merupakan KPP bertipe A dengan
struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala KPP yang
membawahi serta mengkoordinasi kerja dan tugas dari 8 Kepala Seksi
beserta staff/personalia dibawahnya dan 2 Kantor Penyuluhan Pajak di

Jember dan Bondowoso.
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3.2.2 Tata Laksana Kerja di Kantor Pelayanan Jember

Dalam pelakasanan kerja di Kantor Pelayanan Pajak Jember
dilaksanakan atas panduan dari Buku Pedoman Kerja setiap Seksi dan
Sub Seksi Tata Usaha dengan bantuan oleh staff/petugas dibawahnya.
Berikut uraian singkat tentang tata laksana kerja dan diskripsi pekerjaan
setiap seksi dan Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Pelayanan Pajak Jember

a. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata usaha bertanggungjawab langsung kepada kepala

KPP dan mengkoordinasi kerja dan tugas Kepala Urusan :

- Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, bertugas melakukan urusan Tata
Usaha, Kepegawaian dan laporan.

- Urusan Keuangan, bertugas melakukan urusan keuangan yang meliputi
masalah penggolahan penggajian pegawai.

- Urusan Rumah Tangga, bertugas mengurusi dalam pemenuhan
kebutuhan rumah tangga dalam pengadaan barang. pemeliharaan
taman, gudang dan keamanan.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Kepala seksi pengolahan Data dan Informasi bertanggungjawab
langsung kepada Kepala KPP dan mengkoordinasi kerja dan tugas Kepala

Sub Seksi :

1. Sub seksi Pengolahan Data Masukan dan Keluaran, bertugas
melakukan penatausahaan data masukan dan data keluaran
perpajakan, respon, editing, transkrip, serta mengadakan perbaikan
hasil rekaman data perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku
dalam rangka penyajian informasi perpajakan yang akurat.
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Sub seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi bertugas:
mengolah data perpajakan dengan cara merekam ke data disket atau
sarana lain guna menyajikan informasi perpajakan.

Sub seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak
bertugas: menyimpan dan melayani peminjaman data Wajib Pajak
serta pencarian data, menyajikan data potensi eksistensifikasi Wajib
Pajak dan menyusun monografi pajak.

c. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan bertanggung jawab langsung

dengan Kepala KPP dan dibantu oleh Kepala Sub seksi :

1.

Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak, bertugas melayani pendaftaran
Wajib pajak dalam membuat NPWP dan mengukuhkan Pengusaha
Kena Pajak dengan NPPKP.

Sub Seksi Surat Pemberitahuan/SPT, bertugas menerima dan
mengecek PT Masa dan SPT Tahunan.

Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak.

d. Seksi PPh Orang Pribadi

Kepala Seksi PPh Orang Pribadi bertanggung jawab langsung

kepada kepala KPP dan mengkoordinasi kerja dan tugas Kepala Sub
Seksi:

) 1

Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh OP, bertugas
melakukan wurusan penatausahaan dan pengecekan SPT serta
memantau, menyusun efektifitas pembayaran masa PPh OP,

2. Sub Seksi Verifikasi PPh OP bertugas : dalam pelaksanaan verifikasi

atas SPT Masa dan Tahunan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar, Wajib
Pajak yang tidak memasukkan SPT, Wajib Pajak non efektif, Wajib
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Pajak yang mengajukan permohonan pengambilan PPh OP yang
seharusnya tidak terhutang.

e. Seksi PPh Badan

Kepala Seksi PPh Badan bertanggung jawab langsung kepada

kepala KPP dan mengkoordinasi kerja dan tugas kepala sub seksi:

1.

Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan Bertugas
memantau, menatausahakan, pembayaran masa, penerimaan,
perekaman pengecekan dan penatausahaan SPT Masa PPh Masa PPh
Badan.

Sub Seksi Verifikasi PPh Badan bertugas : dalam pelaksanaan
verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh Badan, Wajib Pajak yang
tidak terdaftar dan Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT.

f. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPH

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasila bertanggung

jawab langsung kepada KPP dan bertugas mengkoordinasi tugas-tugas
Kepala Sub Seksi:

:

Sub Seksi PPM Pemotongan dan Pemungutan PPh bertugas
memantau, penatausahaan pembayaran masa, penelaah dan
penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa, penerimaan,
pengecekan dan perekaman SPT PPh karyawan, Rekanan, Sewa,
Bunga, Deviden dan Royalty.

Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan bertugas
melakukan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh karyawan,
rekanan, sewa bunga, deviden, royalty, Wajib Pajak yang tidak
terdaftar dan tidak menyampaikan SPT.
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g. Seksi PPN dan PTLL

?

Kepala Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung lainnya
bertanggungjawab langsung kepada Kepala KPP dan mengkoordinasi
kerja dan tugas Kepala Sub Seksi:

Sub Seksi PPN Industri bertugas menerima, mengecek, merekam dan
menatausahakan SPT Masa PPN Industri memantau dan
menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan
perkembangan PKP dan kepatuhan SPT Masa serta melakukan
konfirmasi Faktur Pajak pada sector Industri.

Sub Seksi PPn Perdagangan bertugas menerima, mengecek, merekam
dan menatausahakan SPT Masa PPN Perdagangan, memantau dan
menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan
perkembangan PKP dan kepatuhan SPT Masa serta melakukan
konfirmasi Faktur Pajak pada sektor Perdagangan.

Sub Seksi PPN Jasa dan PTLL bertugas menerima, mengecek,
merekam, dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan
menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan SPT Masa serta
melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor Jasa dan Pajak Tidak
Langsung lainnya.

Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL, bertugas dalam pelaksanaan
verifikasi atas SPT PPN, PPn BM, PPNTLL, Pengusaha Kena Pajak
yang tidak terdaftar dan PKP yang tidak memasukkan SPT.

h, Seksi Penagihan

Kepala Seksi Penagihan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala KPP dan mempunyai tugas mengkoordinasi tugas dan kerja
Kepala Sub Seksi:
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. Sub Seksi Penagihan bertugas: dalam pelaksanaan penagihan,

menyiapkan laporan dibidang penagihan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku guna tertibnya administrasi penagihan pajak.

Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak bertugas: mengolah,
menatausahakan piutang pajak/tunggakan pajak, pembuatan nota
perhitungan STP bunga penagihan, pemberian angsuran/penundaan
pembayaran piutang pajak dan penghapusan piutang pajak guna
menertibkan administrasi.

i. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan bertanggungjawab

langsung kepada Kepala KPP dan bertugas mengkoordinasikan tugas-
tugas Kepala Sub Seksi;

(8

Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi bertugas:
menatausahakan, menyusun penerimaan pajak, pembukuan restitusi,
membuat register Pbk, mengolah dan menatausahakan bermacam-
macam penerimaan pajak, serta mempersiapkan SK Pengambilan
Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pajak.

Sub Seksi Rekonsiliasi bertugas melakukan rekonsiliasi penerimaan
pajak pengolahan dan penyaluran SPP, serta Surat Perhitungan Pajak.
Sub Seksi Keberatan PPh dan PTLL bertugas dalam penyelesaian
keberatan/ perselisihan PPN dan Pajak Penjualan arus Barang Mewah
serta PTLL.

j. Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenpa)

Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Kantor

Penyuluhan Pajak dan bertugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan
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konsultasi dibidang perpajakan kepada masyarakat atau lebih khususnys
kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. 94/KMK.01/94 tentang
perubahan tipe dari Kantor Pelayanan Pajak Jember yang mempengaruhi
tata laksana kerja para staff/pegawai, sehingga struktur organisasi KPP
akan tampak pada gambar di bab II diatas.

3.3 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Pajak

Sesuai dengan namanya Kantor Pelayanan Pajak merupakan
instansi yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan pelayanan
perpajakan kepada masyarakat atau Wajib Pajak, pelayanan tersebut
meliputi pelayanan atas penggalian potensi pajak dengan penyuluhan
perpajakan, pelayanan NPWP dan NPPKP, pelayanan penerimaan pajak,
restitusi pajak, pelayanan atas keberatan dan pelayanan atas angsuran dan
penundaan pajak.

3.4 Uraian Jabatan dan Diskripsi Pekerjaan Sub Seksi Pengawasan
Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi
3.41 Uraian Jabatan Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak
Penghasilan Orang Pribadi
Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Orang Pribadi

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh
Orang Pribadi yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya Sub seksi dibantu oleh
para staff/ petugas antara lain :
a. Petugas Penerimaan SPT Masa bertugas :

Menerima tanda terima pada SPT Masa yang dilaporkan untuk

mengetahui ketetapan waktu pelaporan dan penatausahaan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

28

. Petugas Buku Register Penerimaan SPT Masa PPh Orang Pribadi
bertugas:

Menerima, menyortir dan membukakan SPT Masa dalam buku
register penerimaan SPT Masa PPh Orang Pribadi dalam rangka
pengawasan pembayaran PPh.

. Petugas Buku Tabelaris PPh Orang Pribadi bertugas :

Membukukan pembayaran masa/SPT Masa PPh Orang Pribadi pada
buku tabelaris dalam rangka penatausahaan atau pemantauan
pembayaran Masa/SPT Masa PPh Orang Pribadi.

Membuat uraian penelitian pembayaran masa/SPT Masa PPh Orang
Pribadi, penelitian pembebasan/pengurangan angsuran PPh pasal 25.

. Petugas perekaman SPT Masa PPh pasal 25 Orang Pribadi dalam
NPCS (Net Play Control System).

. Menerima, menyotir, melakukan coding, editing, bactching, dan rekaman
Masa PPh pasal 25 Orémg Pribadi WP baru yang memperoleh
penghasilan tidak teratur BUMN/BUMD dan LKBB (Lembaga
Keuangan Bukan Bank) dalam melaksanakan NPCS.

. Petugas Buku Register Penerimaan dan Rektur/Pembetulan SSP pasal
25 bertugas: menerima, menatausahakan, dan menyalurkan SSP
lembar ke 2 dan bukti pemindahbukuan dalam pembayaran Masa
Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

. Petugas Berkas Tahun Berjalan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
bertugas Mempersiapkan berkas tahun berjalan, menerima SSP lembar
2 dan 3, surat-surat/dokumen Wajib Pajak untuk digabung dan
disimpan dalam berkas tahun berjalan.
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3.4.2 Diskripsi Pekerjaan Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa

Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Diskripsi atau kegiatan yang dilakukan oleh Sub Seksi

Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan sebagai berikut :

a.

Menyusun rencana kerja, memantau, pelaporan pembayaran Masa
PPh Orang Pribadi dengan cara menerima, mengecek,
menatausahakan SPT Masa PPh Orang Pribadi Surat Setoran Pajak
lembar 2.

Pengawasan Wajib Pajak Besar, Wajib Pajak ex PMDN (Penerimaan
Dalam Negeri) dan Wajib Pajak yang dikecualikan (Eksemsi).
Perekaman SPT Masa dalam rangka pelaksanaan NPCS.

Untuk mengetahui efektifitas kepatuhan Pembayaran Masa PPh Orang
Pribadi.

Meneliti SPT Masa PPh pasal 25 Orang Pribadi dan membuat daftar
WP yang akan diterbitkan STP.

Penerbitan Surat Ketetapan Permohonan Pembebasan / Pengurangan
angsuran PPh 25 Orang Pribadi.

Pemberian Legalisasi SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh pasal Impor

serta mengamankan penerimaan.
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41 Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Masa Pajak PPH
Perseorangan
411 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dan petunjuk
tentang surat setoran pajak orang pribadi pajak penghasilan Pasal 25
adalah Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

a. Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-undang No. 9 tahun 1994 tentang ketentuan
umum dengan tata cara perpajakan.

b. Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10
tahun 1994.

c. Surat edaran 05/P].24/1999. Periahal pengadministrasian Surat
Setoran Pajak.

d. Surat edaran Direktorat Jendral Pajak SE.03/P].04/1995. Tentang
pajak penghasilan Pasal 25.

e. Suratedaran 03/PJ. 9/1998 tentang surat setoran pajak.

4.1.2 Pengertian

Dalam Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 1994, tentang ketentuan
umum dengan tata cara perpajakan dengan peraturan pelaksanaan yang
telah diberikan beberapa pengertian tentang istilah perpajakan yaitu :

30
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. Wajib Pajak orang pribadi menurut Mardiasmo (1996:14) orang pribadi

yang menurut ketentuannya perundang-undangan perpajakan di

tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

. Pajak penghasilan Pasal 25 (UU pajak penghasilan No. 10 tahun 1994:
131). Angsuran PP yang harus dibayar sendiri oleh Waijib Pajak setiap
bulan dalam tahun pajak berjalan.

. Tempat pelayanan terpadu (TPT) suatu tempat/ruangan tersendiri
pada kantor pelayanan pajak yang dipergunakan khusus untuk
memberikan pelayanan urusan perpajakan kepada Wajib Pajak.

. Surat Setoran Pajak

a.

Menurut Mardiasmo (96:20) surat yang oleh Wajib pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran/penyetoran pajak yang terhutang
ke kas negara/ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh
menteri keuangan

Fungsi Surat Setoran Pajak

1. Sebagai sarana membayar pajak

2. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

Batas waktu pembayaran pajak

Pajak penghasilan Pasal 25 adalah tanggal 15 bulan takwin

berikuinya setelah masa pajak berakhir.

Tata cara menunda / mengurangi angsuran atas pembayaran pajak

penghasilan Pasal 25

1. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa pajak
penghasilan: surat pemberitahuan masa harus disampaikan
selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir
masa pajak.

2. Tempat penyampaian surat pemberitahuan masa pajak
penghasilan yaitu surat pemberitahuan masa pajak penghasilan
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disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib

Pajak/tempat kedudukan Wajib Pajak.

3. Cara menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak
penghasilan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak/
kedudukan Waijib Pajak.

2. Disampaikan melalui kantor pos secara tercatat, dan tanda
bukti serta tanggal penerimaan dianggap sebagai tanda
bukti/tanggal penerimaan SPT ( Pasal. 6 UU No. 9 tahun
1994, tentang KUP )

5. Batas waktu pelunasan
Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terhutang
untuk suatu surat/masa pajak masing-masing jenis pajak selambat-
lambatnya 15 hari setelah surat terhutangnya pajak/masa pajak
terakhir.
6. Tempat pengambilan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan
harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak di tempat sebagai berikut :
1. Kantor pelayanan pajak
2. Kantor penyuluhan pajak yang berkedudukan diluar kota tempat
kedudukan kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat kedudukan Wajib Pajak.
3. Tempat lainnya yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak
(Kantor Pos dan Bank)
7. Sanksi - sanksi
Denda Administrasi, apabila surat pemberitahuan masa tidak
disampaikan/disampaikan tidak tepat pada waktunya dikenakan
sanksi Adm berupa denda sebesar Rp. 25.000,-
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4.1.3 Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 25 orang pribadi

1. Sesuai dengan dasar hukum yang telah disebutkan, penentuan

besarnya pajak penghasilan orang pribadi Pasal 25 dalam tahun
berjalan :
Sesuai dengan pajak yang terhutang pada tahun berjalan setelah
dikurangi pemotongan dan pemungutan pajak serta pajak yang
dibayar/terhutang di luar negeri dan bagi yang banyaknya bukan
dalam tahun pajak/bagian tahun pajak (UU Pajak Penghasilan No.
10 tahun 1994 Pasal 24 )

2. Jika 2 tahun pajak sebelumnya tahun surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan yang lalu diterbitkan surat ketetapan pajak yang
menghasilkan angsuran pajak lebih besar dibandingkan angsuran
pajak‘ berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan tersebut maka besarnya angsuran pajak penghasilan
pasal 25 dihitung sesuai dengan surat ketetapan pajak untuk tahun
pajak yang terakhir. Tata cara pembayaran angsuran pajak
penghasilan orang pribadi pasal 25 dilakukan oleh Wajib Pajak
dengan menyetor pajak terhutang ke Kantor Pos dan Giro/Bank
persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak paling lambat
15 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika hari
tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran dapat dilakukan
pada hari kerja berikutnya. Surat setoran pajak terdiri dari 4
lembar yaitu :

1. Lembar ke 1 untuk arsip Wajib Pajak.

2. Lembar ke 2 untuk kantor pelayanan pajak KPKN.

3. Lembar ke 3 untuk kantor pelayanan pajak Wajib Pajak sebagai
surat pemberitahuan masa pasal 25.

4. Lembar ke 4 untuk arsip Kantor Pos dan Giro / Bank Persepsi
tempat dilakukan pembayaran.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

Surat setoran pajak lembar ke 3 yang digunakan sebagai surat
pemberitahuan masa orang pribadi pajak penghasilan pasal 25 ini
harus diserahkan kepada kantor pelayanan pajak paling lambat 20
bulan takwin berikutnya setelah masa pajak terakhir, jika hari
tersebut jatuh pada hari libur maka pelaporan harus dilakukan
pada hari kerja sebelumnya.

41.4 Sanksi-sanksi Sehubungan dengan Kewajiban Pembayaran dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Setiap Wajib Pajak khususnya bagi Wajib Pajak orang pribadi
mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembayaran dan pelaporan
sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
terdapat sanksi-sanksi yang diberlakukan apabila Wajib Pajak melanggar
aturan tersebut. Sansi-sanksi tersebut antara lain :

1. Mengenai keterlambatan pembayaran masa pajak penghasilan orang
pribadi pasal 25 menurut UU ketentuan umum dan tata cara
perpajakan No. 9 tahun 1994 pasal 19 ayat 1 : atas keterlambatan
pembayaran dikenakan denda sebesar 2% perbulan.

2. Keterlambatan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi pasal 25
menurut UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan No. 9 tahun
1994: atas keterlambatan surat pemberitahuan masa dikenakan denda
Rp. 25.000,-.

Terhadap seluruh sanksi akan diterbitkan surat tagihan pajak
yang diawali dengan penerbitan lembar penghitungan dan konsep nota
penghitungan oleh seksi pajak penghasilan orang pribadi kemudian
diserahkan kepada seksi tata usaha perpajakan (TUP) untuk direkam dan
dibuat surat tagihan pajak, dan dikirim kepada Wajib Pajak.
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4.2 Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan
4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Seksi pajak penghasilan perseorangan mempunyai tugas
melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahun
masa, memantau laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi
atas surat pemberitahuan masa dan tahunan pajak penghasilan
perseorangan, serta Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak
memasukkan surat pemberitahuan untuk menyelenggarakan tugas
tersebut seksi PPh perseorangan mempunyai fungsi :
a. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPh perseorangan.
b. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahun masa
PPh perseorangan.
¢. Penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa
PPh perseorangan laporan lainnya yang berkaitan dengan PPh
perseorangan.
d. Verifikasi atas surat pemberitahun masa dan tahunan PPh
perseorangan Waijib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak

memasukkan surat pemberitahuan.

4.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4.3.1 Kegunaan NPWP

a. Guna memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misalnya
menetapkan sendiri, menyetor, melapor, memungut).

b. Guna mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu (misalnya
dari Kantor Perbendaharaan Negara, Izin Usaha, Kantor
Imigrasi, Bea Cukai).

¢. Meminta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berfungsi
sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk menghitung dan
menetapkan sendiri pajaknya.
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43.2 Cara Memperoleh NPWP
a. Meminta formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak atau Kantor Dinas Luar. Formulir KP. PDIP4.1
b. Menunjukkan tanda kenal diri misalnya :

Kartu Penduduk.

Izin Kerja bagi tenaga asing oleh Departemen Tenaga Kerja.
Akte Kematian bagi Pewaris.

Akte Pendirian dan Kartu Penduduk salah seorang
pengurus/ direksi.

Izin Usaha dari Departemen Perdagangan.

Pasurat setoran pajakort.

Surat Tanda Kenal diri lainnya.

c. Setelah mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan
melampirkan Photo Copy dari tanda kenal diri seperti tersebut

pada angka b, maka akan dilakukan penelitian oleh petugas yang

khusus melayani untuk keperluan pendaftaran ini mengenai :

%
-
3.

Kebenaran pengisian Formulir.
Kebenaran tanda kenal diri.
Kebenaran Wilayah/wewenang Kantor Pelayanan Pajak

setempat.
Penjelasan singkat mengenai kewajiban perpajakan, kegunaan
NPWP. |

4.4 Prosedur Kerja Seksi PPh Perseorangan
441 Prosedur Kerja Pembuatan Rencana Kerja.

a. Kasi memerintahkan para Kasubsi untuk membuat rencana kerja.

b. Para Kasubsi mempelajari rencana kerja dan hasil kerja tahun lalu serta
data-data lainnya, kemudian membuat konsep rencana kerja sub seksi
dan selaniumya diserahkan kepada Kasi.
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c. Kasi menerima, mempelajari dan mengkomplikasi rencana kerja
masing-masing Sub Seksi dan selanjutnya membuat konsep rencana
kerja setelah dirapatkan dengan para Kasubsi, kemudian konsep
tersebut diserahkan kepada Ka KKP.

d. Ka KKP menerima, mempelajari dan memparaf konsep kemudian
diserahkan kembali kepada Kasi.

e. Kasi menerima dan diserahkan kepada petugas untuk diketik.

f. Selesai diketik oleh Kasi diteliti, diparaf dan diserahkan kepada Ka
KPP.

g. Ka KPP menerima, menelii dan menandatangani kemudian
diserahkan kepada Kasi.

h. Kasi menerima, diteruskan kepada Kasubsi lembar ke satu untuk Ka
KPP sebagai rencana kerja sebagai rencana kerja Ka KPP yang
dikompilir dengan rencana kerja seksi yang lain.

44.2 Prosedur Kerja Penatausahaan Buku Tabelaris.

a. Kasi meﬁtben’kan buku Tabelaris Surat Setoran Pajak kepada Kasubsi
PPM yang kemudian diserahkan kepada petugas pemegang buku
Tabelaris (KP.1690).

b. Petugas menerima, meneliti dan memcatat pada buku tabelaris dan
melakukan pengawasan bagi setiap wajib Pajak yang jatuh tempo
tidak membayar/tidak melapor, kurang membayar, telambat
membayar dan yang tidak melapor SPT masa.

c. Petugas pemegang buku Tabelaris mencatat Surat Setoran Pajak
kemudian disimpan dalam map snelhecter masing-masing Wajib
Pajak.
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443 Prosedur Kerja Pembuatan Surat Pemberitahuan Tunggakan

a.

Kasi menerima, meneliti daftar Wajib Pajak yang tidak/kurang
membayar angsuran masa PPh yang bersumber dari buku Tabelaris.
Kasubsi PPM menerima daftar dan menyerahkan kepada petugas
untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Tunggakan.

Petugas membuat dan melengkapi Form KP 33 berdasarkan besarnya
tuggakan dari yang diterima. Setelah diberi nomor diserahkan kepada
Kasi untuk ditandatangani.

Petugas menerima kembali untuk dikirim ke Wajib Pajak melalui pos.

4.5 Mempelajari Berkas Wajib Pajak / Berkas Data

Tujuan: Untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan Wajib
Pajak antara lain :

=i o B o

Kegiatan Usaha.

Kewajiban Perpajakan.

Organisasi dan Administrasi Perusahaan.
Struktur Permodalan.

Susunan Direksi.

Pelaksanaan :

1. Mempelajari seluruh dokumen yang merupakan isi berkas Wajib
Pajak dan berkas data termasuk mencocokkan segi pembayaran
pajak.

2. Membuat catatan mengenai hal - hal penting yang diketahui
setelah mempelajari berkas Wajib Pajak, berkas Data, SPT dan
laporan keuangan Wajib Pajak dan menuangkannya kedalam
kertas kerja pemeriksaan.
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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari uraian Bab II sebelumnya maka dapat
disimpulkan antara lain :
Berdasarkan dan hasil PKN, mengenai pelaksanaan adminsitrasi
pembayaran pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak Jember,
dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Administrasi pembayaran pajak penghasilan yang
diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jember dalam usaha
meningkatkan penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan
Perseorangan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh
Dirjen pajak sehingga administrasi pembayaran pajak penghasilan
dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien.

b. Sarana yang digunakan untuk melaksanakan administrasi
pembayaran pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

* Buku Tabelans
* Buku Register
* ¢ Berkas Arsiw-1

c. Untuk melaporkan dan mengadministrasikan pembayaran pajak
sedangkan untuk membayar pajak adalah Bank-Bank/ Kantor Pos
dan Giro yang sudah ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Dalam pengawasan terhadap Wajib Pajak yang terlambat, maka
dilakukan pemeriksaan melalui Buku Tabelaris setiap tiga bulan
sekali. ‘

d. Bagi Waib pajak yang tidak pernah melaporkan kewajibannya
untuk pembayaran pajak dikarenakan bangkrut/bubar mmaka

40
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5.2

4]

bisa diajukan/diadakan penghapusan oleh petugas dari seksi

penagihan

Saran - Saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan dalam upaya

meningkatkan Wajib Pajak orang pribadi pajak penghasilan pasal 25

dalam melaporkan surat setoran pajak untuk dapat meningkatkan

pendapatan pajak berdasarkan hasil kesimpulan yaitu :

1.

Mengefektifkan program penyuluhan kepada Waijib Pajak, serta
menugaskan petugas penyuluh yang berkuwalitas dan cakap
dibidang perpajakan dan dalam berkomunikasi dengan Wajib Pajak.
Dengan begitu diharapkan Wajib Pajak dapat lebih mudah
menangkap apa yang dikemukakan oleh petugas penyuluh tersebut.
Dengan penyuluhan yang‘ intensif diharapkan Wajib Pajak mendapat
pengetahuan dan informasi dibidang perpajakan, Wajib Pajak dapat
mengerti, sadar dan mau melaksanakan kewajibannya serta
menanamkan rasa kebangsaan akan arti pentingnya membayar pajak
demi kemakmuran Rakyat Indonesia.

Meningkatkan Pelayanan

Untuk memberikan pelayanan yang baik dan sekaligus meningkatkan
pelayanan pada Wajib Pajak diperlukan adanya pajak yang memiliki
rasa kepedulian.

Pelayanan itu harus dilandasi rasa tanggung jawab, sehingga aparat
pajak memiliki profesionalisme, aparat pajak akan menguasai bidang
tugasnya masing-masing, sehingga terhindar dari kesalahan dalam
melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas hendaknya jangan
hanya bekerja sesuai dengan beban tugas yang ada tapi perlu
melaksanakan tugas tambahan yang tak kalah pentingnya adalah
dalam bekerja harus ikhlas sehingga termotivasi untuk bekerja lebih
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baik dalam melayani Wajib Pajak dan kerjasama antar karyawan
harus baik.

Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan
Kantor Pos dan Giro atau Bank untuk memperbaiki jumlah SPT yang
kempos (kembali ke pos Kantor Pelayanan Pajak)
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.|

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJZK

BUKTI PEMINDAHBUKUAN

No. Pbk. /

/WPJ.  /KP 19

pmindahbukuan dilakukan bardasarkan *) :

ari
Nama
Alamat
NPWP
Jenis Pajak
Masa/Tahun
STP/SKP/SKPT **) Nomor

epada
Nama
Alamat
NPWP
Jenis Pajak
Masa/Tahun
STP/SKP/SKPT **) Nomor

rlaku sejak
mlah pemindahbukuan

D Permohonan WP

D Penghitungan Lebih Bayar

............................. Kode Jenis Pajak
Kode Jenis Setoran

..............................

............................. Kode Jenis Pajak
Kode Jenis Setoran

LEMBAR
Untuk Wajib Pajak

------------------

dengan huruf

......................................

......................................

...........

...........

----------------------

e | KANTGRPELAYVA
PAJAK U252

s

da X pada kotak yang sesuai

S Hdal parle
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i PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN (KP PDIP 5.3)

1. Formulir ini diisi sebagai bukti telah dilakukan pemindahbukuan (pbk) baik karena
adanya kelebihan pembayaran pajak dan perhitungan dengan hutang pajak yang lain
maupun dalam rangka pembetulan SSP.

2. Penjelasan pengisiannya :

2.1. Nomor
2.2, Dasar Pbk
2.3. Nama Wp
2.4. Alamat Wp
2.5. Jenis Pajak/kode
2.6. Masa/Tahun Pajak
2.7. STP/SKP/SKPT Nomor :
2.8. Kode Jenis Setoran
2.9. Berlaku Sejak
2.10. Jumlah Pemindah-
bukuan
8. Lain-lain!

terdiri dari :
- Tulisan “Pbk”
- Nomor Urut, sesuai Buku Pbk
- Bulan Pembukuan (angka Romawi)
- Nomor Wilayah Pajak
- Nomor Seksi pada KPP’
Tahun Penerbitan Bukti Pbk
contoh Pbk-01/IV/WP].01/KP.1006 /1990
beri tanda “x” pada kotak yang sesuai dan untuk
kotak ke empat, tuliskan juga nama dokumennya.
isi nama Wp darimana/kemana dilakukan pe-
mindahbukuan.
diisi alamat Wp tersebut di atas.
diisi Jenis Pajak dan kode-nya (lihat SSP/KP PDIP
5.1)
contoh® 2 -PPh Ps.25 / 0115
PPN DN / 0121
khusus PLB/SKKPP No...../ 0139
diisi Masa/Tahun Pajak terhutang
contoh : Masa  April 1989
Ketetapan 1989
PLB 1989
diisi nomor STP/SKP/SKPT (untuk pemindah-
bukuan DARI atau KE STP/SKP/SKPT).
diisi kode Jenis Setoran (sesuai SSP/KP PDIP 5.1

huruf G); :

contoh : Masa 1
SKP -4

khusus P L B 0

diisi tanggal berlakunya pemindahbukuan.
diisi jumlah pajak yang dipindahbukukan.
Bukti Pbk ini ditandatangani oleh Kepala KPP;

dalam hal pemindahbukuan ke PLB ditandatangani
oleh “Kasi Penerimaan".
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' Berlaku sejak ; - ;
- Jumlah pemindahbukuan TREERIMS. . . 1. iy < Hyie s w4 T80 R B
dangamkimiy = 07 v RO R M . 1o ¢ et 581 e oo AR e T AU 4 s & ¢ 4 4T =iy -.;
; b
]

VA“CHPT‘QVVVAN
PAJAK Jmizem

\=73

. |P\—/©‘i§57/
> UPJI'“K"-\ ?l\(}\\" e

| Beritanda X pada kotak yang sesuai
) Coret yang lidak perlu

° PDIP 5.3
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KANTOR PELAYANAN PAJAK

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nama
Alamat

Jenis Pajak:

Nomor :
Tanggal :

N.P.W.P
No. P.K.P
Ms/Thn pajak :

TEMPAT PELAYANAN TERPADU Uraian Prfl Tg Uraian Prf/Tg
Uraian P I | Ditsruskin ke : PENYIDIKAN
Sural diterima @ 1. langsung  |...oooeeeees : oL T DR R e U 1. Diberitahukan kepenuntut umum | .............
2. melalui pos |......ceeen 2. Diterima Seksi 2.Penyidikan |
3. Selesai diproses 3. Salpgal disidike~"0 e T T et
s 4. Disampaikan kepenuntut umum |.............
SEKSI TERKAIT PENGELOLAAN PENETAPAN
SPT. Tahunan PPh / masa PPN T SIRPRkT w7 e SR WL itk
Uraian PrflT
g Uralan PrflTg P T | S S ST ) R
Diteruskan ke : - B SHCPIKB 15 5 e R ey
h TR S AT AW PENGOLAHAN SPT P a0 iy R SN L
2. Diterima Seksi 1.Dicatatpada 1Q-1 | G G [ L T R TR [ X
3. Selesai diproses 2eSelasai disBoit . T Sl S
Diteruskan ke : 3. Qelesai direskam . =F]ga. RESTITUSI
R P S Y (SRR, 4.Dicatatpada 1Q-2 e 1 SICRKPIR, - * o PR e i
2. Diterima Seksi - SR PEMERIKSAAN 28PMKP e
3. Selésaidiproses M8 7 |l 6. lenokapr® = - 0 SeSE PENGARSIPAN
Diteruskan ke : 7.Sederhana : 1. Dimasukkan keinduk berkas | .............
1.8eKST: i | 75 Lapangan -+ - o8] e 2.0itgtiskan ke TR - 7 [sencine
2.Diterima Seksi .90 Antor: ~ W T TR R (e T s e e ks asoss
3. Selesai diproses e 3, Diterimaikembali il (8 o [

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon : Facsimile :
BUKTI PENERIMAAN SURAT
Nomor :
Nama N.P.W.P
Alamat No. P.K.P

Jenis Pajak:

KP. PDIP 3.16 - 96

Ms/Thn Pajak :

Petugas penerima,

NIP :
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RTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. - [unwip piisi OleH Petugas:
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

L el gt s oAl S W e R s E N

‘OR PELAYANAN PAJAK .......

NFORMAS! HARAP DIIS| DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesual. (Lihat petunjuk)

PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

[ Pendaftaran [ Perubahan Data
: A " Untuk Pendaftaran WP yang status usaha 2, 4, 5 sebutkan NPWP
Isialie Baiak Pusat/domisili/suami *, untuk Perubahan Data tulis NPWP
9 Pribadi D Badan D Pemung‘n [t L J L T U T [ il J | L ! L J \ L I J

ITITAS UMUM

/Gelar | R ; !
'Orang Pribadi)
1a Wajib Pajak - L R i & PR N L VBT T i B
ara lengkap tidak disingkat) TR et | L s R R o
\a Wajib Pajak F ol e Prac i 8 x e L R N i oot
| sesuai KTP, lanpa gelar) ) R gl T
hal tempal kedudukan/tinggal:
n L & 2 i 1 4 1 It 1 1 1 1 J
~ P TN, . W et S, B N RERW:" S0~ v
rahan/Kecamatan o i R L, el e AR ey R R W
)/Kabupaten 6 N X e a1, . Kode oS
ha/Pekerjaan Bebas:
us Usaha 1.Pusal 2.Cabang 3.Tunggal 4.Isli/JO 5. OP Terlentu 6. OP yang tidak melakukan kegialan usaha
i alau pekerjaan bebas
> Usahalpekerjaan Bebas ........................................................................................................................... | NS W S W—— — |
........................................................................................................................... (diisi oleh petugas)
1at tempal usaha kegialan:
i A i " d d L i i i 1 1 Il I 1 1 A =
: ; . RT/RW A T e ST
rahan/Kecamatan - L L W Wit o o RGEY. T RTRe  © DR TR e I
/Kabupaten ] : ) g e vr o i S KOAROS 3
ajiban Pajak [ PPh Pasal 25 O PPh Pasal 21 [ PPh Pasal 22 [ PPh Pasal 23 [ PPh Pasal 19

S patdas) O PphpPasal2s [ PPhPasal29 [ PPhPasal4(2) [J PPhPasal 15

ESPONDENSI

1at (Diisi jika berbeda dengan alamat tempat kedudukan/tinggal di IDENTITAS UMUM):

n ! : 3 1 " A 1 < 1 i i i &) I 3 I I 1 1 i 1 ! 1 T 1 1 A I 1 J
S P RS N 8 ey B Joeor RT/RW L sk
rahan/Kecamatan et NN S SR i Y v |, O R DA RR il e
/Kabupaten ey L N e L o o . Kode'PaR AT AR R e
pon/Faksimile dan E-mail:
Telepon T e i By R e p AL FEa e LIS PEREEESREIENET sty = et i
Handphone R e AR A el e e -l O e T b S W - e ST BT LT
ail L e e T e R N e R A I i T Gl N R T T e e L ety
1B PAJAK ORANG PRIBADI
\pat/Tanggal Lahir R R A IR L N e ) o o R T e N A BT
KTP/Paspor PRI o e TN o, SRR 2 M B Ay O WPy g 1 Ry e e o YR el o il
)angsaan [ Indonesia [ Asing e R i o et o, PR Py
rk Dagang/Usaha I L Lt O et W e PR ke B S e A R SR T  haL E CB i

JIB PAJAK BADAN

ntuk Hukum
tus Modal 1. PMA 2. PMDN 3. BUMD/N 4. SWASTA
——

Lembar ke 1 dari 4
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PETUNJUK/PENGISIAN FORMULIR
PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

A. IDENTITAS UMUM
1. Titel : Diiisi hanya untuk orang pribadi.

Diisi gelar akademis, profesi, adat, keagamaan.
Contoh; Dr.,PhD.,Akt.,RM.,Hj

2. Nama Wajib Pajak
Untuk orang pribadi diiisi nama terang secara lengkap tidak disingkat.
Contoh : MOHAMAD ABDUL SYUKUR
Untuk badan diisi nama badan tanpa mencantumkan bentuk hukumnya.
Contoh : BRITISH AMERICAN TOBACCO INDONESIA
Untuk pemungut diisi nama bendaharawan.
Contoh : BENDAHARAWAN RUTIN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

3. Nama Wajio Pajak : Diiisi hanya untuk orang pribadi.
Cukup jelas.

4. Alamat tempat kedudukan/tinggal
e Jalan
Contoh: * KOMP. KEUANGAN JL. SAKTIV NO. 13
" WISMA BCALT.3 JL. JEND. SUDIRMAN KAV.12

e RT/RW : Cukup jelas.
. Kelurahan/Kecamatan : Cukup jelas.
. Kota/Kabupaten : Cukup jelas:
¢ Kode Pos : Cukup jelas.

5. UsahalPekerjaan Bebas

¢  Status Usaha
Pilih salah satu. Khusus untuk pilihan 5 bila tempat usaha berbeda Kantor Pelayana
Pajak dengan domisili atau berbeda DATI II.

* Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas : Diisi uraian kegiatan usaha yang dominan,
Cukup jelas. :

. Alamat tempat usaha kegiatan : Diisi tempat kegiatan usaha berada,
Cara pengisian sama dengan butir 4.

. OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, termasuk pegaws
negeri sipil dan anggota TNI/POLRI

6. Kewajiban Pajak
Cukup jelas.

B. KORESPONDENS]
7. Alamat : Cara pengisian sama dengan butir 4.

8. Telepon/Faksimile dan E-mail
Cukup jelas.

C. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

9. Tempat/Tanggal Lahir
Cukup jelas.

10. No. KTP/Paspor ;
Diisi No. KTP bagi penduduk Indonesia. atau diisi No. Paspor bagi orang asing.

11. Kebangsaan : hanya untuk orang asing, diisi kewarganegaraannya.

12. Merk Dagang/Usaha : diisi nama usaha.
Contoh: * TOKO BINTANG
* JAMU CAP JAGO

D. WAJIB PAJUAK BADAN

13. Bentuk Hukhm
Diisi sesuai dengan akte pendirian/perubahan.

14. Status Modal
Cukup jelas.
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dirian dan/atau perubahan terakhir:

e L, = ANLERAL NN PIAIIRCNI L Y P LIV b 3 I
anggal Akte i e R P R B T R TSN L MR R R e ok i By (HHBBTTTT)
taris W R SR N R Y ST N . T R PRGN 7 e e

<te Perubahan e s e TR I e S Y S R T S B
un Buku (HHES)

Pimpinan/Penanggung Jawab:

R e I T gl iy e - S ey N e PR et S SO Tl S O ey
PR o A 1 RO TR e M LS ol 00 Foa
Paspor R PPN BT e 30, R 7o L o SR O IRty iee SV UE B oot o A R B P s >
aan [ Indonesia [ Asing N R T S bt g s . & TS RN N e M W o
B B Y S T RO . .o 111 TN i o PR e s e -
ympat tinggal:
o I S RS T IS0 =i, B, IO ST L (oL e, L e Lo Yy ENIEVIEOR e AR ol % ol
B i T e A o e T 1 e el REBW.. el e e 1, g
n/Kecamatan Ry e | R R i e R i T
upaten e e R A ey SRR W T el S e, T Kode Pos L SR

AJAK PEMUNGUT
Proyek:

R NS R Y i (Y TS, SENETI 1. PO (e i U W e O L PO e
1stansi/Proyek:

o e e L e S B e IR e e el R

e A R LGy TR R (2277 W R
in/Kecamatan AN, TR ¢k ARt e R, W S,
bupaten O R, i -y HE SRl T e S I Kode Pos ety

 Pemungut/Bendaharawan:

R e R e i e e itk
\

o TSRS e e . AT RGO R PR T T 0 S S M S
empat tinggal:

[} A 1 i A 1 1 A i ' 1 A 1 e I A [ ] S | F.'T/Rw L A A ot / [ A 1 J
an/Kecamatan PIDOITIEL . o WS T T SRR M7 Mk e i g SR et SRR, e e R ST O L
bupaten o BRY e N f T SR S SR SRURORIOR oy o
at Penunjukan et i e e e gl . "

Proyek e Nl e Bl RS S DT L)

HONAN UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
ukan Permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Ya/Tidak *

ukan kegiatan usaha yang wajib melaporkan SPT Masa PPN
P, ;

YalTidak *

abupaten Kode Pos

)HONAN UNTUK PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP
ukan Permohonan Penghapusan NPWP Ya/Tidak *
ukan Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP YalTidak *

'ATAAN
" menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya
akan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

................................. BAISOOBY (osossicssiasessaivpinsonses
Petugas Pemohon,

\g tidak perlu
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15. Akte Pendirian dan/atau Perubahan terakhir
Cukup jelas. y

16. Akhir Tahun Buku
Diisi tanggal dan bulan pembukuan.

17. ldentitas PimpinanIPenangéung Jawab
Diisi salah satu penanggung jawab perusahaan atau badan.

E. WAJIB PAJAK PEMUNGUT

18. Instansi/Proyek
e Nama
Contoh : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
e Alamat Instansi/Proyek
Cara pengisian sama dengan butir 4.

19. ldentitas Pemungut/Bendaharawan

 Nama
Contoh : DRS. ANGKASA WIBAWA.
¢ No. KTP

Cara pengisian sama dengan butir 10.
e Alamat tempat tinggal
Cara pengisian sama dengan butir 4.

20. No. Surat Penunjukan
Cukup jelas.

21. Jadwal Proyek : Diisi untuk bendaharawan proyek.
Cukup jelas. :

F. PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

22 Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
Cukup jelas.

23. Menentukan kegiatan usaha yang wajib melaporkan SPT Masa PPN.
Apabila pilihan “YA”, yang artinya Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan

usaha dalam wilayah satu KPP, maka diisi NPWP dan Alamat salah satu tempat kegiatan
usaha yang dipilih untuk melaporkan SPT Masa PPN. -

G. PERMOHONAN UNTUK PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP

24, Mengajukan Permohonan Penghapusan NPWP

Cukup jelas.
25. Mengajukan Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP
Cukup jelas. o ————
H. PERNYATAAN : AR |
26. Pernyataan PR SN T |
Cukup jelas. ;
—

atatan:

Formulir Pendaftaran dan Perubéhan Data Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau
kuasa pemohon. Dalam hal pengukuhan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.
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